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Undang-y
Daeraﬁq Ti?\gi;’? “N°m°r 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Tahun 1965 No Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia
'Lf;donesia NomorrTZ];E\S?S)z' Tambahan Lembaran Negara Republik
ndang- 5
Pemer%tgﬂdggg }T:Omor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
(Lembaran Ne f €Wenangan Propinsi sebagai Daerah Otonozn
Tambahan Lemgb ra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Undang-Undan arr\lan Syl inon 8952, i iti
(Lembaran Negsr mor 31 Tahun 2002 tentang Partal Politik
Tambahan Lerr?l?ra Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Undang-Ung aran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
RBrEturat: I;'ﬂng Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Indonesia T r?ru“dang—undangan (Lembaran Negara Republik
Republik Inda un_ 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Unas et donesna Nomor 4389); .
Daeral'?-Ln ang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
125 T (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2094 Nomor
o ambaha!n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
37), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [l Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat Il Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3381);
Perat)uran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah bebarapa kali diubah
terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketia Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protqkoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota _Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Ter'tlb Dewar) Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik IndgneSIa Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2004 teqtang Pedoman Penyusunan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
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